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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG  

TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam  

Pasal 15 menetapkan bahwa Gudang yang merupakan salah satu sarana 

Perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang 

diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri wajib didaftarkan oleh 

setiap Pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas 

dan kapasitas penyimpanannya. 

Selanjutnya, dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan 

pendaftaran Gudang oleh pelaku usaha, Pemerintah telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). 

Melalui OSS tersebut, Pemilik Gudang melakukan pendaftaran Gudang 

tanpa dikenai biaya apapun.  Melalui OSS itu pula, sesuai pelimpahan 

kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan TDG. 

Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang 

dapat dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif 

dimaksudkan agar setiap Pemilik Gudang menaati kewajibannya sehingga 

dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap 

Pemilik Gudang dalam menjalankan usahanya.    
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Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Adminstratif kepada 

Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Bagi Pemilik Gudang yang telah memiliki Izin Usaha Industri 

(IUI), IUI tersebut berlaku juga sebagai TDG sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pengeluaran barang dari Gudang” 

adalah pengeluaran barang yang tidak dalam rangka transaksi 

perdagangan.  

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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